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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di
bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kp.
Mangga, 06 Januari 1983, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXxXxX, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK,
XxXxxxX, , dalam hal ini beralamatkan elektronik
dengan email @ XOXXXXXXXXXXX  selanjutnya

disebut Penggugat;
melawan,

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawit
Seberang, 03 Maret 1978, agama Islam,
pekerjaan XxxxXxX XxXXXxX Xxxxx, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK,
XXXXXXXXXXXX , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor
577/Pdt.G/2024/PA.Sak telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2002 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum
dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX,
Kabupaten Siak, Provinsi xxxx sebagaimana tercatat dalam Kuitpan Akta
Nikah No. XxXxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

o Anak I, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : xxxxx 09 Maret
2004, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SMA (Sudah Tamat);

o Anak Il, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan
Keinci 08 Januari 2006, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan :
Kuliah (Semester 1);

o Anak I, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan
Kerinci 12 Mei 2007, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SMA (Kelas
2);

o Anak VI, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Medan 16
Maret 2014, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan :SD (Kelas 5);

o Anak V, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Siak 14
November 2017, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD (Kelas 1);

Kelima Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontrakan yang beralamatkan di Kampung Kerinci Kanan, Kecamatan
Kerinci Kanan, xxxxxxxxx xxxx sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke rumah
tempat bekerja suami yang beralamatkan di XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX XXXX sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah
kontrakan yang beralamatkan di Kota Bagan Batu, Kabupaten Indragiri
Hilir sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang

beralamatkan di Kecamatan Kota Pinang, Provinsi Sumatera Utara sekitar
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2 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di

XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXK XXXXK, XXXXXXXXK XXXXK, XXXXXXXXK XXXX;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juli tahun 2006
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena:

a) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar melakukan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) pernah memukul dan membanting
bagian badan Penggugat yang mana pada saat itu Penggugat dalam
keadaan hamil hingga dilarikan kerumah sakit, pernah menendang
bagian kaki Penggugat, pernah melempar botol sampai mengenai
telinga Penggugat hingga meninggalkan bekas lebam;

b) Tergugat suka bermain Judi;

c) Tergugat bersifat emosional dan Tempramental,

d) Tergugat selalu keluar malam bersama teman-temannya;

e) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata
cerai dan mengusir Penggugat dari rumabh;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 11 bulan November tahun 2024 yang menyebabkan antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat ketika
berselisih dan bertengkar melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) pernah memukul dan membanting bagian badan Penggugat yang
mana pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil hingga dilarikan
kerumah sakit, pernah menendang bagian kaki Penggugat, pernah
melempar botol sampai mengenai telinga Penggugat hingga
meninggalkan bekas lebam, Tergugat suka bermain Judi dan Tergugat
bersifat emosional dan Tempramental. Sehingga sejak saat itu Penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana
layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
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Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat secara in person hadir menghadap ke persidangan, sehingga

pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha

optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum
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pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan
mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus
memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha

tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah
memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban
melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih
efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat,
dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan
kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan
pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Siswanto, S.H.l., M.H. Mediator
Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan
Nomor 577/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 3 Desember 2024 Masehi;

Bahwa setelah itu dilaksanakan mediasi pada hari itu juga kemudian
dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim
pada hari itu juga, yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan
Tergugat berhasil sepakat untuk berdamai dan kembali melanjutkan rumah
tangga, dan Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan ingin

mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim
telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember
2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana

termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk
segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.Bahwa untuk
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singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan
pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara
kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan
dalam penjelasan pasalnya adalah perceraian karena talak, oleh karenanya
Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah
hukum xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal
66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan juga terhadap
surat permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan
keberatan (eksepsi kompetensi), oleh karenanya Majelis Hakim menilai
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan
pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai
legal standing atau persona standi in yudicio (berwenang dan berhak)
mengajukan permohonan dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim

menilai perkara a quo dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctis Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal
131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan panggilan tersebut
Penggugat secara in person dan Tergugat secara in person hadir menghadap
ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara a quo dapat
diperiksa dan dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan, agar bersabar dan
kembali memperbaiki keutuhan rumah tangga keduanya, tanpa harus memilih
satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak
berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan
Temohon, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.
juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan junctis Pasal 65 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctis Pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim
telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai
kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami
bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan
yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat,
dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan
kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan
pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Siswanto, S.H.l., M.H. Mediator

Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan
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Nomor 577/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, dan dalam
laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada
tanggal 3 Desember 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata
Penggugat dan Tergugat berhasil sepakat untuk berdamai dan kembali
melanjutkan rumah tangga, dan Penggugat secara lisan di persidangan
menyatakan ingin mencabut perkaranya tersebut, dengan demikian ketentuan
yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 17 dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan
Penggugat tertanggal 22 November 2024 Masehi yang terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 577/Pdt.G/2024/PA
Sak. tanggal 22 November 2024, dan Penggugat menyatakan permohonan

secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv
(Reglement of de Rechtsvordering) disebutkan bahwa Penggugat dapat
mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat
mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan

persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)
telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process
doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban
beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of
de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa senada dengan hal itu juga disebutkan dalam
ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 81 angka (3) dan (4) yang
menyatakan “(3) Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari

sidang dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan. (4)
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Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu

minta persetujuan Tergugat”,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan
yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka
berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat

tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana

terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor
577/Pdt.G/2024/PA.Sak;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 3 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh
kami Siswanto, S.H.l.,, M.H., sebagai Hakim Ketua, Deded Bakti Anggara,
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Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada Pemohon dan Termohon pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang,
dan didampingi oleh Khairul Anuar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.l, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc. Susi Endayani, S. Sy

Panitera Pengganti

Khairul Anuar, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Relaas Pertama Penggugat : Rp10.000,00
c. Relaas Pertama Tergugat : Rp10.000,00
d. Redaksi : Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan - Rp0O

2. Biaya Proses : Rp80.000,00
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3. Panggilan Penggugat :RpO

4. Panggilan Tergugat : Rp170.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan :RpO

6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Agmy, S.Ag.
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